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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aturan-aturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna

visa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016. Kantor Imigrasi Yogyakarta

mengawasi administrasi dan lapangan terhadap warga negara asing.

Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan pengawasan administratif

terhadap warga negara asing dengan mengumpulkan informasi,

memeriksa, dan mempelajari dokumen di SIMKIM, atau Sistem

Informasi Manajemen Keimigrasian. Pengaturan mengenai

pengawasan warga negara asing sudah cukup efektif karena

pengawasan dilakukan dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang

Asing dan APOA. Penggunaan APOA sangat mempermudah dalam

melakukan pengawasan WNA dan program APOA ini sudah sesuai

dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE).

Pengawasan lapangan dapat dilakukan secara online melalui

aplikasi APOA yaitu laporan aplikasi pelaporan orang asing. Apabila

terdapat kendala maka dapat dilaporkan melalui email. Kegiatan

sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) belum maksimal

karena baru dilaksanakan kepada 25 pemilik hotel/penginapan
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sedangkan jumlah yang tercatat ada 163 hotel bintang dan 1 817 hotel

non bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung

dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Pelaksanaan

pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung dengan pembentukan

Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pengawasan Orang Asing

anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di

pusat maupun di daerah.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1

dan ayat 2 tidak mengatur apa saja indikasi seorang WNA tidak

terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Pasal 78 dan 122 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang

pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

Mengenai sanksinya pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa

tindakan administratif,sanksi pidana dan sanksi deportasi.

Kendala kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi yaitu satu

kantor imigrasi mengawasi satu provinsi sehingga terbatas dalam

mengawasinya. kendala pengawasan terhadap satu provinsi tersebut

pihak imigrasi berusaha mengatasinya dengan bekerjasama dengan

Kesbangpol dan stakeholder terkait masing masing kabupaten.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Imigrasi mempengaruhi proses pelaporan orang asing yang

dilakukan oleh penginapan. Aplikasi APOA masih memiliki fitur yang
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terbatas. Pemilik penginapan untuk melaporkan hanya bisa dilakukan

secara manual, WhatsApp, atau email. Perbaikan yang dilakukan

Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk lama. Pihak Direktorat Jenderal

Imigrasi tidak memberi tahu masalah yang diperbaiki pada Aplikasi

Pelaporan Orang Asing dan belum memberikan aplikasi pengganti.

B. Saran

1. a. Perlu adanya peraturan lebih detail mengenai sistem pemberian

Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing yang ingin berkunjung ke

Indonesia yang diatur di dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016.

b. Dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya

manusia kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta, maka diperlukan

kegiatan pelatihan secara rutin mengenai.

2. a. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) hendaknya

dilakukan sebulan sekali dan bergiliran terhadap pemilik hotel atau

penginapan di setiap kabupaten. Kegiatan ini diharapkan dapat di

kembangkan lagi agar masyarakat luas juga mengetahui APOA.

b. Fitur APOA hendaknya juga dapat dilengkapi dan

dikembangkan dengan fitur pelaporan oleh hotel/masyakarat dan

status WNA yang bersangkutan.

3. a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak

masyarakat untuk memaksimalkan Efektivitas Tim Pengawasan

Orang Asing di wilayah Yogyakarta dengan melibatkan RT/RW,

sehingga pengawasan terhadap orang asing akan lebih maksimal.
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Peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi akan

mempermudah pekerjaan pengawasan yang dilakukan kantor

Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta. Sebaiknya operasi gabungan Tim

Pengawasan Orang Asing dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan

tujuan untuk untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap

kegiatan orang asing. Pengawasan dilakukan dengan lebih

mencermati tempat-tempat yang seringkali ditempati oleh orang

asing.

b. Direktorat Jenderal Imigrasi hendaknya menerapkan kembali

penggunaan APOA karena membawa kemudahan pengawasan

warga negara orang asing dan melakukan perbaikan yang cepat.

4. Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta seharusnya
mengembangkan dan menyiapkan Aplikasi alternatif pengganti
APOA.
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